
PROPINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR : 42 TAHUN 2016 

T E N T A N G 

TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

DAN UNIT KERJA PENGELOLA DANA KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 

Menimbang : a. bahwa penatausahaan pengelola keuangan satuan kerja 
perangkat daerah badan layanan u m u m daerah dan u n i t 
kerja pengelola dana kapitasi j a m i n a n kesehatan nasional, 
per lu d i laksanakan guna menjamin transparansi , 
akuntab i l i tas , dan profesionalisme; 

b. bahwa pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat 
daerah badan layanan u m u m daerah dan u n i t kerja 
pengelola dana kapitas i j a m i n a n kesehatan nasional 
d i laksanakan dalam bentuk pengesahan dan laporan 
pendapatan dan belanja; 

c. bahwa dalam rangka member ikan kepast ian h u k u m dan 
pedoman mengenai tata cara penerbitan pengesahan 
pendapatan dan belanja pada satuan kerja perangkat 
daerah badan layanan u m u m dan u n i t kerja pengelola 
dana kapi tas i j a m i n a n kesehatan nasional d iper lukan 
pengaturan mengenai tata cara penerbitan pengesahan 
pendapatan dan belanja pada satuan kerja perangkat 
daerah badan layanan u m u m dan u n i t kerja pengelola 
dana kapi tas i j a m i n a n kesehatan nasional ; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a, h u r u f b dan h u r u f c, per lu menetapkan 
Peraturan Bupat i tentang Tata Cara Penerbitan 
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Badan Layanan U m u m Daerah dan 
Un i t Kerja Pengelola Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan 
Nasional: 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
L ingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Indonesia 
T a h u n 1950), sebagaimana telah d iubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
L ingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
te lah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Presiden Nomor 32 T a h u n 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jam inan 
Kesehatan Nasional Pada Fasil itas Kesehatan Tingkat 
Pertama M i l i k Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

7. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan U m u m Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 8 T a h u n 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN 
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN U M U M DAERAH DAN 
UNIT KERJA PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i , yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Subang. 
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat PPKD 

adalah kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunya i 
tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja Daerah 
dan ber t indak sebagai bendahara u m u m Daerah. 

3. Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUD adalah PPKD 
yang ber t indak da lam kapasitas sebagai bendahara u m u m Daerah. 

4. Kuasa Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diber i kuasa u n t u k melaksanakan sebagai tugas 
BUD. 

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya dis ingkat PPKSKPD 
adalah pejabat yang d i t u n j u k dan d i te tapkan oleh Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah u n t u k melaksanakan fungsi tatausaha keuangan 
dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang 
d imuat da lam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
Daerah. 

6. Badan Layanan U m u m Daerah yang selanjutnya d is ingkat BLUD adalah 
satuan kerja perangkat Daerah d i l ingkungan pemer intah Daerah yang 
d ibentuk u n t u k member ikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang d i jua l tanpa mengutamakan 
mencar i k eun tungan dan dalam me lakukan kegiatannya d idasarkan pada 
pr ins ip efisiensi dan produkt iv i tas . 

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya dis ingkat FKTP 
adalah fasil itas kesehatan yang me lakukan pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik u n t u k keper luan observasi, 
diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan 
la innya. 

8. Pendapatan BLUD adalah hak BLUD yang d i aku i sebagai penambah ni la i 
kekayaan bers ih yang telah d i ter ima dalam kas BLUD pada periode t a h u n 
anggaran yang bersangkutan. 

9. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang d i aku i sebagai pengurang 
n i la i kekayaan bers ih yang telah dibayar dar i kas BLUD pada periode 
t a h u n anggaran yang bersangkutan. 

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar 
d i m u k a kepada fasilitas kesehatan t ingkat pertama berdasarkan j u m l a h 
peserta yang terdaftar tanpa memperh i tungkan jenis dan j u m l a h 
pelayanan kesehatan yang d iber ikan. 



11. Sura l Permohonan Pengesahan Pendapalan dan Belanja BLUD yang 
selanjutnya disebut SP3B BLUD adalah su ra l permohonan yang 
d i t e rb i tkan oleh P impinan BLUD u n t u k dan alas nama BLUD kepada 
PPKD selaku BUD u n t u k mengesahkan pendapatan dan/atau belanja 
BLUD yang sumber dananya berasal dar i pendapatan BLUD yang 
d igunakan langsung. 

12. Sura l Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya dis ingkat 
SPTJ BLUD adalah pernyataan tanggung jawab yang d ibuat oleh 
P impinan BLUD alas pendapatan dan/atau Belanja BLUD yang sumber 
dananya berasal dar i pendapatan BLUD yang d i gunakan langsung. 

13. Sura l Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya 
disebut SP2B BLUD adalah su ra l yang d i t e rb i tkan oleh PPKD selaku BUD 
u n t u k mengesahkan pendapatan dan/atau Belanja BLUD berdasarkan 
SP3B BLUD. 

14. Sura l Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi 
yang se lanjutnya d isebut SP3B Dana Kapitasi adalah dokumen yang 
d ia jukan Dinas Kesehatan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan 
dokumen pengesahan alas pendapatan dan belanja dar i Dana Kapitasi 
j a m i n a n kesehatan nasional . 

15. Sura l Pernyataan Tanggung Jawab Dana Kapitasi yang selanjutnya 
disebut SPTJ Dana Kapitasi adalah pernyataan tanggung jawab yang 
d ibuat oleh p imp inan FKTP alas pendapatan dan/atau belanja Dana 
Kapitasi . 

16. Sura l Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi yang 
selanjutnya disebut SP2B Dana Kapitasi adalah dokumen yang 
d igunakan sebagai pengesahan alas pendapatan dan belanja dana 
kapi tas i yang d i t e rb i tkan oleh PPKD selaku BUD. 

17. Jam inan Kesehatan Nasional yang selanjutnya dis ingkat JKN adalah 
j a m i n a n berupa per l indungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemel iharaan dan per l indungan da lam memenuh i kebu tuhan 
dasar kesehatan yang d iber ikan kepada setiap orang yang telah 
membayar i u r a n a tau iu rannya dibayar oleh pemer intah. 

BAB 11 

TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka member ikan pelayanan kepada masyarakat, BLUD 
memperoleh pendapatan dar i : 
a. pendapatan layanan yang bersumber dar i masyarakat; 
b. pendapatan layanan yang bersumber dar i entitas akuntans i a tau 

entitas pelaporan; 
c. pendapatan has i l kerja sama; 
d. h ibah t idak ter ikat dan/atau h ibah ter ikat yang diperoleh dar i 

masyarakat a tau badan la in ; 
e. pener imaan anggaran yang berasal dar i anggaran pendapatan 

belanja Daerah; dan/atau 
f. pendapatan BLUD la innya yang sah. 

(2) Pendapatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i gunakan langsung 
u n t u k membiayai program dan kegiatan yang t e r cantum da lam rencana 



(3) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang 
sumber dananya sebagaimana d imaksud pada ay at ( l ) h u r u f a, h u r u f b, 
h u r u f c, h u r u f d, dan h u r u f f, p imp inan BLUD mengajukan SP3B BLUD 
kepada PPKD selaku BUD dan Kepala Bidang Perbendaharaan selaku 
Kuasa BUD. 

Pasal 3 

(1) P impinan BLUD merupakan pejabat penandatangan SP3B Dana Kapitasi 
BLUD. 

(2) Penyampaian SP3B BLUD kepada PPKD selaku BUD dan kepala bidang 
perbendaharaan selaku Kuasa BUD d i laksanakan setiap t r iwu lanan yang 
d i l ampi r i dengan SPTJ BLUD yang d i tandatangani oleh p imp inan BLUD. 

(3) SP3B BLUD d isampaikan pal ing lambat 10 (sepuluh) ha r i kerja sejak 
berakhirnya t r iwu l an . 

(4) Ketentuan mengenai format SP3B BLUD te rcantum da lam Lampiran 1 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(5) Ketentuan mengenai format SPTJ BLUD te rcantum da lam Lampiran I I 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 4 

(1) Kepala b idang perbendaharaan selaku Kuasa BUD me lakukan verif ikasi 
SP3B BLUD, me l i pu t i : 
a. memer iksa kelengkapan lampi ran SP3B BLUD; 
b. mencocokkan tanda tangan SP3B BLUD dan SPTJ BLUD dengan 

specimen tanda tangan p imp inan BLUD; 
c. memeriksa kebenaran dalam penul isan, t e rmasuk t idak boleh 

terdapat cacat da lam penul isan; 
d. memeriksa kesesuaian kode rekening me l ipu t i program, kegiatan, 

belanja, sumber dana dengan rencana bisnis dan anggaran BLUD 
yang te lah d i sahkan PPKD; 

e. memeriksa j u m l a h Belanja BLUD yang t idak dapat melebihi ambang 
batas f leksibi l i tas belanja sesuai yang telah d i te tapkan dalam 
rencana bisnis dan anggaran BLUD yang telah d isahkan PPKD; dan 

f. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada 
SP3B BLUD dengan SPTJ BLUD. 

(2) Berdasarkan veri f ikasi SP3B BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
PPKD selaku BUD menerb i tkan SP2B BLUD sebagai pengesahan terhadap 
pendapatan dan belanja yang sumber dananya sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1). 

(3) Penerbitan SP2B BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan pal ing lambat 5 (lima) ha r i kerja sejak d i ter imanya SP3B 
BLUD. 

(4) Ketentuan mengenai format SP2B BLUD te rcantum da lam Lampiran 111 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 



Pasal 5 

Apabi la terjadi kesalahan pada SP3B BLUD, satuan kerja perangkat 
daerah BLUD menyampaikan ralat SP3B Dana Kapitasi BLUD kepada 
PPKD selaku BUD dan kepala bidang perbendaharaan selaku Kuasa BUD. 

Kesalahan SP3B BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (1), t e rd i r i atas: 
a. kesalahan admin is t ras i berupa kesalahan pencantuman kegiatan, 

ou tput , belanja; dan/atau 
b. kesalahan pencantuman j u m l a h nomina l pendapatan dan/atau 

belanja BLUD. 

Ralat terhadap kesalahan adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f a, d i laksanakan dengan mekanisme koreksi . 

Ralat terhadap kesalahan pencantuman j u m l a h nomina l sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, d i laksanakan dengan mekanisme 
penyesuaian. 

Pengajuan ra lat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l ampi r i dengan: 
a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan dikoreksi ; 
b. SPTJ BLUD yang d i tandatangani oleh p imp inan BLUD; dan 
c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang d i tandatangani 

p imp inan BLUD. 

Pengajuan ra lat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme 
penyesuaian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l amp i r i dengan: 
a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan disesuaikan; 
b. SPTJ BLUD yang d i tandatangani oleh p imp inan BLUD; 
c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang d i tandatangani 

p imp inan BLUD; dan 
d. data p endukung la innya seperti informasi data suppl ier BLUD. 

J u m l a h nomina l pendapatan dan/atau belanja pada penyesuaian SP3B 
BLUD sebagaimana d imaksud pada ayat (6) h u r u f c d ia jukan sebesar n i la i 
selisih antara n i l a i pendapatan dan/atau belanja SP3B BLUD yang akan 
disesuaikan dengan n i l a i pendapatan dan/atau belanja yang sebenarnya; 

Ketentuan mengenai format surat keterangan penyebab terjadinya 
kesalahan SP3B BLUD te rcantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 6 

PPKD selaku BUD menerb i tkan Ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B 
BLUD setelah me lakukan : 
a. veri f ikasi kelengkapan lampi ran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

5 ayat (5) dan ayat (6); dan 
b. veri f ikasi ra lat SP3B BLUD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 

a y a t ( l ) . 

Penerbitan ra lat SP2B BLUD d i laksanakan pal ing lambat 5 (lima) ha r i 
kerja sejak d i ter imanya ralat SP3B BLUD. 



BAB I I I 

TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIT 
KERJA PENGELOLA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

Pasal 7 

(1) Bendahara Dana Kapitas i JKN pada FKTP menyusun laporan realisasi 
pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP berdasarkan b u k u kas 
u m u m , b u k u pembantu b u k u kas u m u m , dan b u k t i pendapatan dan 
belanja yang sah. 

(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP menyampaikan laporan 
realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) kepada Kepala FKTP u n t u k mendapatkan 
pengesahan. 

(3) Pengesahan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN 
FKTP sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan pal ing lambat 
tanggal 5 ( l ima)bulan ber ikutnya . , 

(4) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pendapatan dan belanja 
Dana Kapitasi JKN FKTP te rcantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

Pasal 8 

(1) Kepala FKTP menyampa ikan laporan realisasi pendapatan dan belanja 
Dana Kapitasi JKN FKTPsebagaimana d imaksud da lam Pasal 7 ayat (3) 
kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPK-SKPD dengan d i l ampi r i : 
a. surat pernyataan tanggungjawab kepala FKTP; 
b. b u k u kas u m u m , dan b u k u pembantu b u k u kas u m u m u n t u k bu lan 

berkenaan; 
c. sa l inan rekening koran bank atas rekening Dana Kapitasi FKTP per 

tanggal akh i r bu l an berkenaan; dan 
d. berita acara penu tupan kas. 

(2) PPK-SKPD me lakukan verif ikasi laporan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), me l iput i : 
a. memer iksa kelengkapan data yang d i l amp i rkan ; 
b. memeriksa kebenaran perh i tungan j u m l a h realisasi pendapatan dan 

belanja yang t e r can tum dalam laporan dengan yang t e rcantum 
da lam dokumen pendukungnya ; 

c. memast ikan t idak terdapat pe lampauan anggaran; dan 
d. memeriksa kesesuaian pertanggungjawaban dengan kode 

rekeningnya sebagaimana te rcantum dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran a tau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang 
telah d i te tapkan PPKD. 

(3) Berdasarkan has i l veri f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (2), PPK-
SKPD menyusun rancangan SP3B Dana Kapitasi FKTP dan d isampaikan 
kepada Kepala Dinas Kesehatan u n t u k d i tandatangani . 

(4) Ketentuan mengenai format SPTJ Dana Kapitasi t e rcantum dalam 
Lampiran V I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupat i in i . 

iCf^i-f^Tki-TTCit^ ml=r,crf^•na^ f n r m n t h p r i t f l p i r a r f l n e n n t i i n a n kas t e rcantum dalam 



8 

Ketentuan mengenai format SP3B Dana Kapitasi t e rcantum dalam 
Lampiran VI I I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupat i i n i . 

Pasal 9 

Kepala Dinas Kesehatan menandatangani SP3B Dana Kapitasi FKTP 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 ayat (3). 

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B Dana Kapitasi FKTP 
kepada PPKD selaku BUD dan kepala bidang perbendaharaan selaku 
Kuasa BUD u n t u k mendapatkan pengesahan, d i l amp i r i dengan : 
a. surat pernyataan tanggungjawab kepala FKTP; 
b. sa l inan rekening koran bank atas rekening Dana Kapitasi FKTP per 

tanggal akh i r bu l an berkenaan; dan 
c. ber i ta acara penutupan kas. 

Penyampaian SP3B FKTP sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan pal ing lambat tanggal 10 (sepuluh) bu l an ber ikutnya . 

Pasal 10 

Kepala b idang perbendaharaan selaku Kuasa BUD me lakukan verif ikasi 
SP3B Dana Kapitas i FKTP, yang me l iput i : 
a. memer iksa kelengkapan lampi ran SP3B Dana Kapitasi FKTP; 
b. mencocokkan tanda tangan SP3B Dana Kapitasi FKTP dan SPTJ 

kepala FKTP dengan specimen tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan 
dan kepala FKTP; 

c. memeriksa kebenaran dalam penul isan, t e rmasuk t idak boleh 
terdapat cacat da lam penul isan; 

d. memeriksa kesesuaian kode program, kegiatan, a tau belanja dengan 
dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan 
perubahah anggaran yang telah d isahkan PPKD; 

e. memeriksa j u m l a h belanja FKTP yang t idak boleh melampaui 
dokumen pelaksanaan anggaran yang telah d isahkan PPKD; dan 

f. memer iksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada 
SP3B FKTP dengan SPTJ Kepala FKTP. 

Berdasarkan veri f ikasi SP3B FKTP sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
PPKD selaku BUD menerb i tkan SP2B FKTP sebagai pengesahan terhadap 
pendapatan dan belanja. 

Penerbitan SP2B FKTP d i laksanakan pal ing lambat 5 ha r i kerja sejak 
d i ter imanya SP3B FKTP. 

Format SP2B FKTP te rcantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan i n i . 

Pasal 11 

Apabi la terjadi kesalahan pada SP3B Dana Kapitasi , Kepala FKTP 
menyampaikan ra lat SP3B Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan 
dan PPK-SKPD. 

Kesalahan SP3B Dana Kapitasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
terd i r i atas : 
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b. kesalahan pencantuman j u m l a h nomina l pendapatan dan/atau 
belanja Dana Kapitasi . 

(3) Ralat terhadap kesalahan adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f a, d i laksanakan dengan mekanisme koreksi ; 

(4) Ralat Ketentuan mengenai format kesalahan pencantuman j u m l a h 
nomina l sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, d i laksanakan 
dengan mekanisme penyesuaian; 

(5) Pengajuan ra lat SP3B Dana Kapitasi dengan menggunakan mekanisme 
koreksi sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i l amp i rkan dengan: 
a. fotokopi SP3B Dana Kapitasi dan SP2B Dana Kapitasi yang akan 

dikoreks i ; 
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Dana Kapitasi yang 

d i tandatangani oleh kepala FKTP; dan 
c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang d i tandatangani 

kepala FKTP. 

(6) Pengajuan ra lat SP3B Dana Kapitasi dengan menggunakan mekanisme 
penyesuaian sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i l amp i rkan dengan: 
a. fotokopi SP3B Dana Kapitasi dan SP2B Dana Kapitasi yang akan 

disesuaikan; 
b. SPTJ Dana Kapitasi yang d i tandatangani oleh kepala FKTP; 
c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang d i tandatangani 

kepala FKTP; 
d. Data p e n d u k u n g la innya seperti in formasi SPJ belanja, rekening 

koran. 

(7) J u m l a h nomina l pendapatan dan/atau belanja pada penyesuaian SP3B 
Dana Kapitasi sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d ia jukan sebesar 
n i la i selisih antara n i la i pendapatan dan/atau belanja SP3B Dana 
Kapitasi yang akan disesuaikan dengan n i l a i pendapatan dan/atau 
belanja yang sebenarnya; 

(8) Kepala Dinas Kesehatan me lakukan verif ikasi: 
a. verifikasi. kelengkapan lampi ran sebagaimana d imaksud pada ayat 

(5) dan (6); dan 
b. veri f ikasi ra lat SP3B Dana Kapitasi . 

(9) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan ralat SP3B Dana Kapitasi kepada 
PPKD selaku BUD dan kepala bidang perbendaharaan selaku Kuasa BUD 
apabila terjadi kesalahan pada SP3B Dana Kapitasi . 

(10) Ketentuan mengenai format surat keterangan penyebab terjadinya 
kesalahan SP3B Dana Kapitasi t e rcantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 12 

(1) PPKD selaku BUD menerb i tkan ralat SP2B Dana Kapitas i berdasarkan 
ra lat SP3B Dana Kapitasi setelah me lakukan: 
a. veri f ikasi kelengkapan lampi ran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

11 ayat (5) dan ayat (6); dan 
b. veri f ikasi Ralat SP3B Dana Kapitasi . 

(2) Penerbitan ra lat SP2B Dana Kapitasi d i laksanakan pal ing lambat 5 (Lima) 
ha r i kerja sejak d i ter imanya ralat SP3B Dana Kapitasi . 



BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 

P A R A F K O O R D I N A S I ' ] 

Sekda Kab. Subang 

A s d a I I I b i < V 

Kepala DPPKAD 

Kabag Hukuni dan HAM 
Setda Kab. Subang 

Seklretarls DPPKAD 

Kabid P e r b e n d a h a i a a n 

Dite tapkan d iSubang 
pada tanggal , 5i iesember 2S16 

It. BUPATI SUBANG, 
< 

ARYUMNINGSIH 

D iundangkan d i Subang 
pada tanggal, 36 ieseirber 2§16 

SEKRETARIS'DAERAH KABUPATEf^^UBANG, 

ABDURAKHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR Al 



L a m p i r a n I 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR .42-.TAHUN 2016 
TENTANG 
TATACARA PENERBITAN PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH DAN UNIT 
KERJA PENGELOLA DANA KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

FORMAT SP3B BLUD 

DINAS (1) 
P E M E R I N T A H KABUPATEN SUBANG 

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A BLUD 
Tanggal : (2) Nomor : (3) 

Kepada 
Kuasa Bendahara U m u m Daerah 
Agar mengesahkan pendapatan dan/a tau belanja se jumlah : 
1. Saldo Awal 
2. Pendapatan 
3. Belanja 
4. Saldo A k h i r 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

U n t u k Periode : (8) T a h u n : (9) 
Dasar Pengesahan : 

(10) 

SKPD : 
Kegiatan : 
O u t p u t : .... 
Lokasi : .... 
Sumber Dana 

(11) 
(12) 

. . (13) 

... (14) 

. (15) 

B E L A N J A PENDAPATAN 
A k u n J u m l a h A k u n J u m l a h 

(16) (17) (18) (19) 
J u m l a h Belanja : (20) J u m l a h Pendapatan (21) 

Kepada : Bendahara U m u m Daerah u n t u k d i b u k u k a n seper lunya 
Ya i tu : (22) 

Subang, (23) 

P imp inan BLUD 

NIP 

^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ A T I SUBANG, 
^ \ A ^ ' 



Cara Pengis ian SP3B BLUD 

(1) Di is i dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang 
menerapkan PPK BLUD. 

(2) Di is i dengan Tanggal SP3B BLUD. 

(3) Di is i dengan Nomor SP3B BLUD. 

(4) Di is i dengan J u m l a h : 

a. Saldo a k h i r pada SP3B BLUD t r i w u l a n IV t a h u n anggaran sebelumnya u n t u k 
pengajuan SP3B BLUD yang d ia jukan per tama ka l i pada t a h u n anggaran 
berkenaan; a t au 

b. Saldo a k h i r pada SP3B BLUD periode sebelumnya u n t u k pengajuan SP3B BLUD 
setelah pengajuan SP3B BLUD sebagaimana d i m a k s u d pada h u r u f a. 

(5) Di is i dengan Pendapatan yang te lah d i t e r ima da lam Kas BLUD. 

(6) Di is i dengan Belanja yang te lah dibayar dar i Kas BLUD. 

(7) Di is i dengan J u m l a h saldo a k h i r (saldo awal + pendapatan - belanja). 

(8) Di is i denganPeriode : T r i w u l a n 1/11/111/IV. 

(9) Di is i dengan T a h u n anggaran berkenaan. 

(10) Di is i dengan Dasar penerb i tan SP3B BLUD antara la in : ^ 

a. Nomor Undang -undang APBD; dan 

b. Nomor dan Tanggal DPA. 

(11) Di is i dengan Kode Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD (optional). 

(12) D i i s i dengan Kode Kegiatan BLUD (optional). 

(13) D i i s i dengan O u t p u t Kegiatan BLUD (optional). 

(14) D i i s i dengan Lokas i Kegiatan BLUD (optional). 

(15) Di is i dengan Kode BLUD (optional). 

(16) Di is i dengan Kode a k u n belanja. 

(17) Di is i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k t iap belanja. 

(18) Di is i dengan Kode a k u n pendapatan. 

(19) D i i s i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k t iap pendapatan. 

(20) Di is i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e lu ruh belanja. 

(21) Di is i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e lu ruh pendapatan. 

(22) Di is i dengan : 

a. SKPD/Unit Kerja BLUD yang menyampa ikan SP3B BLUD sa tu ka l i da lam satu 
t r i w u l a n , d i i s i dengan u r a i a n ; 

T a h u n anggaran 
b. SKPD/Unit Kerja BLUD yang menyampa ikan SP3B BLUD leb ih da r i sa tu ka l i da lam 

satu t r i w u l a n , d i i s i dengan u ra i an : 
"Pengesahan per tama/kedua/ke pendapatan dan/a tau belanja BLUD 

c. Da lam h a l SKPD/Uni t Kerja BLUD menyampa ikan ra la t SP3B BLUD, d i is i dengan 
uara i an : 
Ralat SP3B BLUD atas pengesahan (pertama/kedua/ke )* pendapatan 
dan/a tau belanja BLUD Nomor T a h u n anggaran yang te lah 
d i t e rb i t kan SP2B BLUD Nomor T a h u n anggaran 

* t idak pe r lu da lam ha l SP3B BLUD d isampa ikan satu ka l i da lam satu t r i w u l a n . 

(23) Di is i dengan tanggal , b u l a n dan t a h u n penerb i tan SP3B BLUD dan m e n c a n t u m k a n 
tanda tangan, n a m a lengkap dan Nomor I n d u k Pegawai (NIP) P imp inan BLUD. 



Lampiran II 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 42..TAHUN 2016 
TENTANG 
TATACARA PENERBITAN PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH DAN UNIT KERJA PENGELOLA DANA 
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) BLUD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
Nomor : (1) 

Nama SKPD/Unit Kerja BLUD 
Kode SKPD/Unit Kerja BLUD 
Nomor/Tanggal RBA BLUD 
Kegiatan 
Output 
Periode SP3B BLUD 
Tahun Anggaran 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Yang bertandatangan dibawah in i Pemimpin BLUD (9) 
menyatakan bahwa yang bertanggungjawab penuh atas (10) dengan 
rincian sebagai berikut : 

BELANJA PENDAPATAN 

Akun Jumlah Akun Jumlah 

xxxxxxx (11) xxxxxxx (12) xxxxxxx (13) xxxxxxx (14) 
xxxxxxx (11) xxxxxxx (12) xxxxxxx (13) xxxxxxx (14) 
xxxxxxx (11) xxxxxxx (12) xxxxxxx (13) xxxxxxx (14) 
xxxxxxx (11) xxxxxxx (12) xxxxxxx (13) xxxxxxx (14) 
xxxxxxx (11) xxxxxxx (12) xxxxxxx (13) xxxxxxx (14) 

Jumlah Belanja : (15) Jumlah Pend (16) Jumlah Belanja : (15) Jumlah Pend (16) 

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah akibat terbitnya SP3B BLUD in i , saya 
bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat di tuntut 
penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya. 

Subang, (17) 

PimpinanBLUD 

NIP 

\ 3 ^ - ^ ^ ^ ^ U P A T l SUBANG, 



Cara Pengis ian Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) 

(1) Di is i dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab. 

(2) Di is i dengan Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(3) Di is i dengan Kode Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(4) Di is i dengan Nomor dan Tanggal RBA BLUD. 

(5) Di is i dengan Kegiatan BLUD. (Optional) 

(6) Di is i dengan O u t p u t Kegiatan BLUD. (Optional) 

(7) Di is i dengan Periode SP3B BLUD. 

(8) Di is i dengan T a h u n anggaran berkenaan. 

(9) Di is i dengan Nama Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD 

(10) Di is i dengan : 

a. Ura ian SPTJ BLUD u n t u k SP3B BLUD pengesahan pendapatan dan/a tau belanja 
yang sumber dananya berasal da r i pendapatan BLUD yang d i gunakan langsung, 
d i i s i dengan : 
"Segala real isasi pendapatan yang te lah d i t e r ima dan/a tau belanja yang te lah 
dibayar kepada yang berhak mener ima,yang sumber dananya berasal dar i 
pendapatan BLUD yang d i gunakan langsung oleh BLUD pada t r i w u l a n 
t a h u n anggaran , sebagaimana yang t e r can tum da lam SP3B BLUD nomor : 

tanggal " 
b. Ura ian SPTJ BLUD u n t u k ra lat SP3B BLUD, d i is i dengan : 

1. "Segala real isasi pendapatan yang te lah d i t e r ima dan/a tau belanja yang te lah 
dibayar kepada yang berhak mener ima,yang sumber dananya berasal dar i 
Pendapatan BLUD yang d i gunakan langsung oleh BLUD pada t r i w u l a n 
t a h u n anggaran , sebagaimana yang t e r c an tum da lam SP3B BLUD 

dar i SP3B BLUD Nomor : tanggal " 

pendapatan dan/a tau belanja yang d i gunakan langsung oleh BLUD, da lam 

(11) Di is i dengan Kode a k u n belanja. 

(12) Di is i dengan No ih ina l r u p i a h u n t u k t iap a k u n belanja. 

(13) Di is i dengan Kode a k u n pendapatan 

(14) Di is i dengan J u m l a h nom ina l r u p i a h u n t u k t iap pendapatan 

(15) Di is i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e lu ruh belanja 

(16) Di is i dengan J u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e lu ruh pendapatan 

(17) D i i s i dengan tanggal , b u l a n dan t a h u n penerb i tan SPTJ BLUD d a n m e n c a n t u m k a n 
tanda tangan, n a m a lengkap dan Nomor I n d u k Pegawai (NIP) P imp inan BLUD. 



Lampiran III 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR ..42 .TAHUN 2016 
TENTANG 
TATACARA PENERBITAN PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH DAN UNIT 
KERJA PENGELOLA DANA KAPITASI 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

FORMAT SP2B BLUD 

DPPKAD 
BIDANG PERBENDAHARAAN 

Nomor : (1) 
Tanggal : (2) 
SKPD/Unit Kerja : (3) 

(4) 

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA BLUD 

Dar i : Bendahara U m u m Daerah 
Tanggal : 
Nomor : 
T a h u n Anggaran : 

(5) 
(6) 

. (7) 

Telah d i sahkan pendapatan dan/a tau belanja BLUD se jumlah : 
Saldo Awal : Rp (meng ikut i SP3B BLUD) 
Pendapatan : Rp (meng ikut i SP3B BLUD) 
Belanja : Rp (meng ikut i SP3B BLUD) 
Saldo A k h i r : Rp (meng ikut i SP3B BLUD) 

Kepada 
NPWP 
Ya i tu 

(8) 
(9) 

(ura ian sesuai dengan yang t e r can tum da lam SP3B BLUD) 

Subang, (10) 
Kepala B idang Perbendaharaan 

se laku Kuasa BUD 

NIP 



Cara Pengis ian SP2B BLUD 

(1) Di is i dengan Nomor SP3B BLUD. 

(2) Di is i dengan Tanggal SP3B BLUD. 

(3) Di is i dengan Nama Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(4) Di is i dengan Kode Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD 

(5) Di is i dengan Nomor SP2B BLUD. 

(6) Di is i dengan Tanggal SP2B BLUD. 

(7) Di is i dengan T a h u n anggaran herkenaan. 

(8) Di is i dengan Bendahara Pengeluaran BLUD. 

(9) Di is i dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD. 

(10) Di is i dengan tanggal , b u l a n dan t a h u n penerb i tan SP2B BLUD dan mencan tumkan 
tanda tangan, n a m a lengkap dan Nomor I n d u k Pegawai (NIP) Kepala B idang 
Perbendaharaan se laku Kuasa BUD. 



Lampiran IV 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR .42..TAHUN 2016 
TENTANO 
TATACARA PENERBITAN PENOESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA 
PERANOKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH DAN UNIT KERJA PENOELOLA DANA 
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

FORMAT S U R A T K E T E R A N G A N P E N Y E B A B T E R J A D I N Y A K E S A L A H A N SP3B BLUD 

SURAT K E T E R A N G A N 
tPenielasan Penyebab Ter jadinya Kesa lahan Pada S P 3 B BLUD) 

Nomor : (1) 

1. Nama SKPD/Unit Kerja BLUD : (2) 
2. Kode SKPD/Unit Kerja BLUD : (3) 
3. Nomor/Tanggal DPA BLUD : (4) 
4. Periode SP3B BLUD : (5) 
5. Tahun Anggaran : (6) 

Yang bertandatangan dibawah in i Pimpinan BLUD (7) 
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3B BLUD Nomor 

Tanggal , yang telah diterbitkan SP2B Nomor 
Tanggal 

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B BLUD tersebut diatas adalah 
sebagai berikut : 

No Uraian Keterangan Ralat 

(8) (9) (10) 

Demikian suratketerangan in i dibuat dengan sebenarnya. 

Subang (11) 

Pimpinan BLUD 

NIP 



Lampiran V 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR ..4.2.TAHUN 2016 
TENTANG 
TATACARA PENERBITAN PENGESAHAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA 1 
PERANGKAT DAERAH BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH DAN UNIT KERJA PENGELOLA DANA 
KAPITASIJAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 
DANA KAPITASI JKN FKTP 

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASIJKN 
PADAFKTP (1) 

KABUPATEN SUBANG 

Bersama in i kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk 
bulan (2) sebagai berikut : > 

NO URAIAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 
(Rp) 

JUMLAH 
REALISASI 

(Rp) 

SELISIH/KURANG 
(Rp) 

Saldo Bulan lalu 
Pendapatan 

Jumlah 
Belanja 

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang 
sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. 

Demikian laporan realisasi in i dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Subang, (3) 

KepalaFKTP 

NIP 



Cara Pengis ian Format Surat Keterangan Penyebab Ter jadinya Kesa lahan SP3B BLUD 

(1) D i is i dengan Nomor Surat Keterangan. 

(2) Di is i dengan Nama Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(3) Di is i dengan Kode Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(4) Di is i dengan Nomor dan Tanggal RBA BLUD. 

(5) Di is i dengan Periode SP3B BLUD yang akan d ira lat . 

(6) Di is i dengan T a h u n anggaran berkenaan. 

(7) Di is i dengan Nama Organisasi Perangkat Daerah/Uni t Kerja BLUD. 

(8) Di is i dengan Nomor u r u t kesalahan SP3B BLUD. 

(9) Di is i dengan Ura i an kesa lahan yang terdapat pada SP3B BLUD (baik kesalahan 
a d m i n i s t r a t i f m a u n u n k e s a l a h a n n e n r a n t u m a n i u m l a h n o m i n a l n e n d a n a t a n d a n / a t a n 

J..1XXO LX C l t.XX XXXCX XX XX X.XXX XvV^ OCXXCXXXCXXX XXX.'XXX.CXX X X XXXXXCXXX 1 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXxXX XXX^XXXXCX XXCX XCXXX X X x X X X / cxxcxxx 

belanja). 

(10) Dnsi dengan penjelasan penyebab ter jadinya kesalahan pada SP3B BLUD, u n t u k t iap 
u ra i an kesa lahan yang t e r can tum pada ko lom ura i an . 

(11) Di is i dengan tanggal , b u l a n dan t a h u n penerb i tan Surat Keterangan dan 
m e n c a n t u m k a n tanda tanean nama lenekan dan Nomor I n d u k Peeawai INIPI P imoinan 
^^•LK^ X. .L VXIHA. J . X ^ X J.̂ l.xV.A. X X.l»xvX X VxXl̂ xX XXxXX XSb^XX.X X X X XVXXXXXxX X^/ X X>.^XX.\H4. V X VXXX X X I V^XXX^.^ X XX XXxX VXXX. X s.^XX. V T XXX 1 X 1 X X J X XXXX |../XX XXXX X 

BLUD. 



Cara Pengisian Format Laporan Rea l i sas i Pendapatan dan Belanja 
Dana Kapi tas i J k n F k t p : 

(1) Diiisi dengan Nama FKTP. 

(2) Diisi dengan Periode Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi 

JKN FKTP. 

(3) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Laporan Realisasi Pendapatan 

dan Belanja Dana Kapitasi JKN FKTPdan mencantumkan tanda tangan, nama 

lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala FKTP. 


